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I. LATAR BELAKANG

A. Kondisi Umum
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri (Renja Depdagri) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).  Renja Depdagri Tahun 2009 ini adalah rencana tahunan kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Depdagri Tahun 2005-2009, yang berpedoman pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004–2009 dengan 3 (tiga) Agenda Pembangunan Nasional, yaitu: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.  
Pemerintah terus-menerus melakukan upaya-upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, yang didukung kondusifitas sistem politik dan stabilitas keamanan sebagai prasyarat berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan pada semua tingkatan (pusat dan daerah).  Tahun 2009, yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009, terdapat agenda penting Nasional terkait dengan pelaksanaan proses demokrasi, yaitu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Legislatif) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2009 merupakan sarana berkedaulatan rakyat dengan puncak agenda pemungutan suara pada bulan April 2009 untuk Pemilu legislatif dan pada bulan Juli 2009 (dan September 2009) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.  Sesuai dengan peraturan perundangan, pemilu merupakan tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Departemen Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bertugas membantu sebagian tugas Presiden dalam bidang urusan dalam negeri, termasuk urusan di bidang politik dalam upaya mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2009.
Dalam konteks teritorial, pengembangan wilayah perbatasan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prioritas yang akan terus dilaksanakan. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang telah diinisiasi tahun-tahun sebelumnya perlu dilanjutkan, terutama dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan, penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga, penegasan tanda batas, pembakuan nama pulau dan rupa bumi serta pendaftaran data pulau Indonesia di PBB. 
Di bidang pelayanan publik, tindak lanjut penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya perlu untuk segera diterapkan dan dirancang penyusunan SPM untuk bidang lainnya, disertai dengan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka implementasi SPM yang telah ditetapkan.  Disamping itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dapat diwujudkan pula melalui pembentukan Pamong Praja yang mempunyai semangat pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pendidikan Pamong Praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu direvitalisasi dari sisi orientasi akademisnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah akan kader pemerintahan yang dapat secara langsung melaksanakan tugas pemerintahan. Sejalan dengan itu rencana regionalisasi pendidikan Pamong Praja yang telah diinisiasi pada Tahun 2008 perlu dilanjutkan dengan mempersiapkan peraturan pendukung, sarana prasarana, tenaga kependidikan, serta operasional pendidikannya.

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di daerah. Untuk mencapainya, berbagai peraturan perundangan telah diterbitkan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran daerah yang dapat dilaksanakan tepat waktu, tingkat daya serap pelaksanaan anggaran yang optimal serta pertanggungjawabannya yang akuntabel. Untuk itu penguatan kapasitas keuangan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas, yang sejalan pula dengan komitmen Pemerintah untuk menciptakan Tata Kepemerintahan Yang Baik. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pengawas pemerintah daerah.

Di bidang kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas Penduduk Indonesia sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang di bidang administrasi kependudukan.  Tenggat waktu penerapan Nomor Induk Kependudukan Nasional kepada seluruh rakyat indonesia adalah 5 (lima) tahun, atau pada tahun 2011. Untuk itu kebijakan terkait dengan pemberian NIK dan penyempurnaan sistem koneksi NIK dengan sistem informasi instansi lain akan terus diupayakan.

Pembangunan daerah dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan sumber daya daerah dan kemampuan sumber daya nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan perkembangan nasional dan global. Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menempatkan prioritas yang sangat tinggi melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).  Program ini dalam perkembangannya telah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan didukung oleh komitmen pendanaan yang besar. PNPM-MP merupakan langkah integratif penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Komitmen Departemen Dalam Negeri untuk menyukseskan program ini ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran yang sangat signifikan dalam APBN Depdagri tahun 2009, dan akan terus menerus dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang ini.  Disamping itu, terkait dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pasca bencana di Provinsi NAD dan Nias, Departemen Dalam Negeri bersama dengan 6 (enam) kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dimandatkan pula untuk melaksanakan kegiatan pasca BRR di Provinsi NAD dan Nias. Kegiatan ini secara umum juga berbasis pemberdayaan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah
Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan bidang urusan dalam negeri sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang berkembang, antara lain dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1. Politik Dalam Negeri  
a. Adanya berbagai aspirasi dari komponen masyarakat, antara lain melalui aksi demonstrasi/unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, LSM, Ormas, buruh, karyawan yang dalam mengekspresikan diri untuk menyatakan pendapat atau pikiran cenderung mengabaikan rambu-rambu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Berkembangnya aliran-aliran kepercayaan baru di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama yang sah, dan berpotensi dapat menimbulkan konflik serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila, khususnya dikalangan generasi muda, serta masih rendahnya tingkat kesadaran bela negara dalam masyarakat.

d. Banyaknya partai politik peserta dalam Pemilu 2009, yang dapat berimplikasi meningkatnya kompleksitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Pemerintahan Dalam Negeri
a. Belum optimalnya penataan aspek-aspek kelembagaan, personalia/ kepegawaian, sarana dan prasarana serta pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Masih adanya permasalahan batas antar negara dengan negara tetangga, baik batas darat maupun laut yang perlu dilakukan perundingan antar negara, serta masih lemahnya pemanfaatan kerjasama SOSEKBUD antara wilayah Negara RI dengan Negara tetangga.
c. Belum selesainya pembakuan nama-nama rupabumi dan pendepositan hasil verifikasi nama rupabumi di PBB (United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Name-UNCSGN). 
d. Belum optimalnya kapasitas aparat Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerjasama daerah dalam pembangunan di daerah.

f. Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah di kawasan dan otorita dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keserasian penanganan lingkungan.

g. Masih terdapat permasalahan batas antar daerah yang secara potensial dapat menimbulkan permasalahan sosial politik dikemudian hari.

h. Belum optimalnya implementasi desentralisasi dan otonomi daerah karena regulasi pada tingkatan sektoral belum sepenuhnya mengacu kepada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Disamping itu, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Provinsi NAD, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta daerah yang berkarakter khusus, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

i. Beberapa permasalahan dalam penanganan bencana antara lain masih belum adanya peta potensi/rawan bencana nasional sebagai sarana deteksi dini, belum adanya pedoman untuk pembangunan yang berwawasan bencana, belum cukup terlatihnya aparatur dalam menangani penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi, serta relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam.

j. Belum efisiennya pelaksanaan fungsi pelayanan umum karena hampir sebagian besar daerah belum dapat sepenuhnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama untuk sektor pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. 

3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Masih rendahnya kuantitas maupun kualitas SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, termasuk bidang akuntansi dan penguasaan teknologi informasi.
b. Masih adanya keterlambatan dalam penetapan Perda APBD sebagai akibat perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dengan DPRD.

c. Masih adanya regulasi bidang keuangan daerah yang belum diterbitkan, antara lain:  Pengaturan secara khusus teknis pengelolaan hibah dan bantuan sosial di daerah; Pengaturan tatacara pembiayaan keadaan darurat; Pengaturan terkait dengan  pembentukan dan penganggaran dana pendamping pada APBD; Pengaturan payung hukum bagi BUMD; serta Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Permasalahan yang terkait dengan dana perimbangan antara lain: Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu terkait dengan estimasi data dasar penetapan DBH, serta DBH Pajak dan SDA daerah otonom baru hasil pemekaran Tahun 2008 yang masih menyatu dengan daerah induk; Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), terkait dengan perbedaan data luas wilayah; Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), terkait dengan belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis, serta kesamaan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

e. Permasalahan yang terkait dengan pinjaman dan obligasi daerah dalam hal penggunaannya, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal penetapan dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
4. Pembinaan Pembangunan Daerah

a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang seharusnya dilaksanakan dengan penekanan pada prinsip bottom up planning belum berjalan secara efektif. Disamping itu masih ada kecenderungan kurang sinkronnya program-program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program-program yang menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah.

b. Belum optimalnya pengembangan wilayah yang disebabkan antara lain oleh keterbatasan sarana dan prasarana wilayah dan belum efektifnya kerjasama antar wilayah yang memberikan dampak terhadap kesenjangan antar wilayah. 

c. Belum tegasnya kebijakan penataan ruang yang berdampak pada kecenderungan terjadinya kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya (RTRW).

d. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang berdampak pada kecenderungan terjadinya eksploitasi SDA tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan.

e. Belum sepenuhnya diterapkan pendekatan pengembangan ekonomi daerah pro-investasi, antara lain ditunjukkan dengan proses perijinan yang kompleks sehingga berakibat munculnya ekonomi biaya tinggi. 

f. Belum optimalnya perencanaan pembangunan perkotaan yang berdampak pada kecenderungan tidak terkendalinya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan.

5. Administrasi Kependudukan 

a. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang merupakan bentuk pengakuan negara atas hak domisili dan mobilitas (pindah datang) penduduk. Dari jumlah penduduk Indonesia, diproyeksikan wajib KTP sebanyak ±155 juta orang. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain mengamanatkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki KTP dan hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Untuk menjamin setiap penduduk memiliki KTP secara benar dan sah, diperlukan instrumen verifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) berskala Nasional dan sistem pengamanan elektronik data penduduk. Permasalahan dalam penerapan KTP Nasional berbasis NIK antara lain:
1) Belum semua penduduk Indonesia wajib KTP pada saat ini yang memiliki KTP, yaitu baru berkisar 80%, sedangkan 20% lainnya yang belum memiliki adalah  penduduk di desa terpencil, pegunungan, dan nelayan nomaden.

2) Masih adanya kepemilikan KTP lebih dari 1 (satu), hal ini disebabkan: Belum efektifnya pemberlakuan UU No. 23 Thn 2006, terutama mengenai penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional; Masih belum selesainya harmonisasi peraturan sektoral dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 untuk akses pelayanan publik di bidang Imigrasi, Pertanahan, Perpajakan,  Asuransi,  Perdagangan, Perindustrian; serta  Masih adanya masa transisi dalam rangka penerapan sanksi terhadap kepemilikan KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. 

3) Masih terdapatnya KTP “palsu” karena belum sepenuhnya diterapkan KTP berbasis NIK dan sistem pengaman elektronik sebagai pilar utama pelayanan publik.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan penyempurnaan database kependudukan antara lain: Masih terbatasnya tenaga operator SIAK untuk entry data kependudukan di kabupaten/kota; Masih adanya kendala dukungan infrastruktur, terutama sumber daya listrik dan jaringan komunikasi; Masih adanya kendala dalam hal pengisian formulir biodata oleh penduduk, terutama di pedesaan dan daerah terisolir/terpencil; serta Masih kurangnya tenaga verifikator di tingkat kabupaten untuk menjangkau kecamatan, desa/kelurahan.
c. Permasalahan lain, diantaranya: Belum terintegrasinya sistem koneksi NIK dengan sistem informasi kementerian/lembaga; Terbatasnya dukungan dana oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam penerapan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; Terbatasnya SDM pusat maupun daerah dalam penerapan sistem administrasi kependudukan; serta Belum tersedianya (terbatas) data kependudukan berbasis registrasi dalam mendukung database kependudukan nasional.

6. Pemberdayaan Masyarakat

a. Kondisi kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja,  rendahnya kualitas lingkungan perumahan, terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat, serta lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh: Berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya; Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal; serta Penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat.

b. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat di Desa dan Kelurahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola program-program pembangunan.

c. Masih relatif rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat belum maksimal. 
d. Masih relatif rendahnya kapasitas pemerintahan desa dalam mendukung proses pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, antara lain disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa, kurangnya kesejahteraan perangkat desa, serta masih lemahnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

II. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2009
Departemen Dalam Negeri sebagai salah satu elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan senantiasa dituntut untuk semakin profesional dalam memfasilitasi terselenggaranya pemerintahan yang desentralistik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Renstra Depdagri Tahun 2005-2009 ditetapkan Visi Departemen Dalam Negeri, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mencapai visi tersebut ditetapkan pula Misi Departemen Dalam Negeri yang merupakan peran strategik yang diinginkan, yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dalam upaya: 1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4) Memantapkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan auditabel; 5) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; 7) Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan dan berbasis kependudukan.

Sementara itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 bertema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”, dengan  3 (tiga) prioritas pembangunan nasional, yaitu:  1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; 2) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan  Pertanian, Infrastruktur, dan Energi; serta 3) Peningkatan Kualitas Kelembagaan melalui Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Pemantapan Demokrasi. Berpedoman kepada RKP Tahun 2009 dan sejalan dengan kondisi obyektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan di tahun 2009 sesuai dengan tugas utama Depdagri di bidang politik dan pemerintahan dalam negeri, serta pembangunan daerah, kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan, antara lain melalui perbaikan pelayanan publik di daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan perkuatan daya tahan ekonomi daerah, pembangunan perdesaan, serta pengembangan kualitas kelembagaan daerah melalui upaya reformasi birokrasi, dan pemantapan sistem demokrasi. 
Mengacu pada upaya pencapaian misi Departemen Dalam Negeri serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2009,  program/kegiatan prioritas Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 dirancang dalam rangka: 
(1) Menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri melalui dukungan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, penanganan berbagai implikasi pasca Pilkada, peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk pada  beberapa daerah dengan dinamika politik tinggi, serta mendukung terciptanya sistem budaya politik pada tataran lokal yang semakin demokratis; 
(2) Mendorong terwujudnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara konsisten dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui upaya penyelesaian peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta hasil revisi terbatasnya, peningkatan kapasitas, pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru, peningkatan peran Gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik; 
(3) Mendorong terwujudnya keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat melalui penerapan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, peningkatan kapasitas manajemen infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan umum, peningkatan kapasitas dan produktifitas serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk kebutuhan produktif; 
(4) Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan terselenggaranya Kepemerintahan Yang Baik melalui berbagai upaya perbaikan dan penegakan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya berkaitan dengan aspek pelayanan publik, sistem perijinan, pengelolaan keuangan daerah, serta ketentraman dan ketertiban umum di daerah; 
(5) Memantapkan peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk koordinasi kabupaten/kota di wilayahnya; 
(6) Mendorong upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan melalui dukungan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah serta fasilitasi penyediaan prasarana dasar sosial dan ekonomi; 
(7) Mendorong upaya penyediaan dokumen kependudukan dan fasilitas prasarana dan sarana pendukungnya dalam upaya mendukung terakomodasinya hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 
(8) Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di daerah melalui dukungan peningkatan sarana dan prasarana dasar pada daerah perbatasan (antar negara dan antar daerah), rawan dan pasca konflik, pasca bencana, dan daerah otonom baru. Disamping itu juga diupayakan penyelesaian penegasan garis batas wilayah NKRI dan penamaan rupa bumi.
Pada Tahun 2009 Departemen Dalam Negeri akan melaksanakan 28 program pembangunan. Dari 28 program tersebut, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan prioritas departemen sebagai berikut:

A. Kebijakan Prioritas Nasional
Dalam rangka mendukung kebijakan prioritas nasional, Departemen Dalam Negeri akan melaksanakan 8 (delapan) program yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan prioritas nasional, yaitu:
[Politik Dalam Negeri]

1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dengan kegiatan: Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Untuk Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Daerah-daerah.

2. Program Perbaikan Proses Politik dengan kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Budaya Politik demokratis.
[Pemerintahan Dalam Negeri]

3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan  dengan kegiatan: Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
4. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dengan kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

[Pembinaan Pembangunaan Daerah]

5. Program Penataan Ruang dengan kegiatan: (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan (2) Koordinasi Penataan  Ruang di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
6. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota dengan kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan. 
[Administrasi Kependudukan]

7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan: (1)Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK Terpadu); dan (2)Penyempurnaan Sistem Koneksi (interface) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang Terintegrasi Antar Instansi Terkait.

[Pemberdayaan Masyarakat]
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan: (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); (2) Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Perdesaan; Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; serta (3) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda dan Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

B. Kebijakan Prioritas Departemen
Kebijakan prioritas Departemen Dalam Negeri direncanakan akan dilaksanakan melalui 16 (enam belas) program yang dijabarkan dalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan, yaitu:
 [Politik Dalam Negeri]

1. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dengan kegiatan: Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.

[Pemerintahan Dalam Negeri]

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara dengan kegiatan: Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem, Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan. 

3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan: (1) Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru; serta (2)Evaluasi Penataan Daerah Otonom Baru.

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan kegiatan: (1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan tentang Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat; serta (2)Finalisasi Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sosialisasinya. 
[Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah]

5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan kegiatan: (1) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; serta (3) Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan Daerah.

[Pembangunan Daerah]

6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan: (1)Fasilitasi Pengembangan dan Koordinasi Kerjasama Ekonomi Daerah; serta (2)Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang di Daerah.

7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan: (1) Fasilitasi Penataan Kelembagaan di Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa; serta (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

8. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dengan kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran.

9. Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik dengan kegiatan: Fasilitasi Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik.

10. Program Penataan Ruang dengan kegiatan: (1) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) Pengendalian Pemanfaatan Ruang; (2) Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; serta (3) Peningkatan Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana, Daya Dukung Wilayah dan Pengembangan Kawasan. 

11. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota dengan kegiatan: (1) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi; (2) Penataan Lingkungan Kawasan Perkotaan Metropolitan, Besar, Menengah, dan Kecil; serta (3)Pengembangan dan Revitalisasi Sistem Kelembagaan Ekonomi Perkotaan.

12. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pembenahan Tanda Batas.

13. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal dengan kegiatan: Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal yang merupakan kegiatan pasca-BRR di Provinsi NAD dan Kabupaten Nias.

14. Program Pengembangan Ekonomi Lokal dengan kegiatan: (1) Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan; (2) Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan; (3) Penyelenggaraan Diseminasi Teknologi Tepat Guna bagi Kawasan Perdesaan; (4) Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah; (5) Fasilitasi Pengembangan Promosi Ekonomi Daerah dan Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah; serta (6) Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal.

[Administrasi Kependudukan]

15. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan kegiatan: (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan melalui penyerasian pelaksanaan kebijakan kependudukan; serta (2) Penyempurnaan dan Pengembangan berbagai Kebijakan Bidang Kependudukan.

[Pemberdayaan Masyarakat]

16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan: (1)Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; (2)Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa; serta (3)Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Perdesaan.

III. APBN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1615/MK.02/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009, Alokasi Pagu Definitif APBN Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 adalah sebesar Rp.8.702.202.952.000,-, terdiri atas Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.5.147.393.384.000,- (59,15%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.43.672.568.000,- (0,50%), dan PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar Rp.3.511.137.000.000,- (40,35%). Dari total alokasi tersebut, dana yang akan dikelola Kantor Pusat Depdagri berjumlah Rp.1.626.165.233.000,- (18,69%), dan yang akan dikelola Pemerintah Daerah sebesar Rp.7.076.037.719.000,-  (81,31%) melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

Pagu Definitif Depdagri Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.989.414.718.000,- (52,33%) dibandingkan Pagu APBN-P Tahun 2008 sebesar Rp.5.712.788.234.000,- (Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-375/MK.02/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2008).  Kenaikan tersebut sebagian besar pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, yaitu dari Rp. 3.958.955.006.000,- pada APBN-P Tahun 2008 menjadi Rp.7.120.968.230.000,- pada APBN Tahun 2009.  Alokasi pagu untuk program ini sebesar 81,83% dari total pagu definitif APBN Depdagri Tahun 2009.  Program ini dirancang terutama untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).  Pada Tahun 2009 Depdagri juga akan melaksanakan kegiatan pembangunan pasca-BRR untuk Simeulue (Provinsi NAD) dan Nias (Provinsi Sumut) dengan pagu anggaran sebesar Rp.263.580.000.000,- atau sebesar 3,03% dari total pagu definitif APBN Depdagri tahun 2009.

A. Program Pembangunan Tahun 2009
Program-program dalam Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 dikonsolidasikan dari Program-program RKP Tahun 2009 dan kegiatan-kegiatan pokoknya, yang tersebar pada 28 (dua puluh delapan) program, yaitu:

1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 
a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan, serta terbangunnya pondasi kerjasama konstruktif antar lembaga-lembaga tersebut. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Sosialisasi Paket UU  Bidang politik tentang Susduk dan Pilpres (amanat Pasal 51 UU No. 10 Tahun 2004); Finalisasi penyusunan Permendagri tentang pedoman tentang tugas KDH dalam fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat; Finalisasi RUU tentang Ormas; Penyempurnaan Permendagri Nomor 32/2005 dan Permendagri Nomor 25/2006; Fasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah; Pelaksanaan kerjasama program dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) dalam rangka pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air tentang kepemiluan; Fasilitasi Ormas/LSM/LNL sebagai pemantau Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Penguatan Kelembagaan Demokrasi melalui Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. 
c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Terlaksananya pendidikan politik mengenai ke-Pemilu-an oleh 500 organisasi kemasyarakatan (khususnya untuk Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 33 provinsi, 465 kabupaten/kota).
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.30.572.645.000,-.

2. Program Perbaikan Proses Politik  
a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik pemerintah dan pemerintah daerah serta mengembangkan mekanisme seleksi kepemimpinan politik yang efektif. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Penyempurnaan Permendagri tentang Tugas KDH dalam rangka sosialisasi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila; Fasilitasi Pemda dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan kepada parpol; Verifikasi administrasi bantuan  keuangan kepada parpol; Fasilitasi pelaksanaan budaya politik demokratis; Pemberdayaan tokoh-tokoh non formal di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pembangunan kewarganegaraan menuju terpenuhinya hak-hak sipil warga negara; Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (amanat Pasal 8-10 Permendagri Nomor 34 Tahun 2006); Fasilitasi Masyarakat dalam penyampaian laporan pelanggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Jelajah Nusantara III dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. 

c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Terlaksananya fasilitasi budaya politik demokrasi di 5 lokasi di daerah.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.28.845.501.000,-.

3. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 
a. Program ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Sosialisasi Permendagri Nomor 40 tahun 2007 tugas KDH dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah; Peningkatan pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan; Peningkatan apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah; serta Penguatan penghayatan ideologi Pancasila di kalangan Ormas/LSM/LNL dan masyarakat. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Tersosialisasinya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui terlaksananya sosialisasi oleh 250 organisasi kepemudaan.

d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.11.173.550.000,-.

4. Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 
a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pemantapan komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah; serta Respon cepat dan penanganan pengaduan/unjuk rasa/isu aktual (help desk). 

c. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.1.258.081.000,-.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan birokrasi pemerintahan (daerah) serta mewujudkan sistem pengawasan yang akuntabel di lingkungan aparatur negara (daerah). 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan (internal);  Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan; serta Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan (PHLN STAR-SDP). 

c. Sasaran prioritas departemen adalah: Terbinanya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan di Inspektorat/Bawasda Provinsi dan Inspektorat/Bawasda Kabupaten/Kota, serta terkoordinasinya program STAR-SDP dalam rangka terlaksananya prosedur kerja audit sesuai dengan standar internasional.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.49.823.470.000,- termasuk PHLN untuk kegiatan STAR-SDP (State Audit Reform Sector Development Project) sebesar Rp.29.382.200.000,-.

6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

a. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kinerja. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan; Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Aparatur Negara; Peningkatan  Kompetensi SDM Aparatur; Penyusunan, Penyempurnaan dan sosialisasi peraturan Bidang Kepegawaian; Kajian kebijakan strategik bidang hukum, politik, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, keuangan, kemasyarakatan dan SDM; Fasiltasi penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Kajian strategis/aktual/mandiri pada Badan Litbang Depdagri; Penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan pra jabatan, diklat teknis, dan diklat fungsional bagi aparatur Depdagri.
c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Tersusunnya penyusunan 9 dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Fasilitasi penerapan 2 SPM di 33 provinsi untuk pelayanan kepada masyarakat di daerah.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.32.360.199.000,-.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 

a. Program ini bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:  Pembangunan/pengadaan/ peningkatan gedung; pengadaan kendaraan; serta Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung. 

c. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.35.807.720.000,-. 

8. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 

a. Program ini bertujuan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik di lingkungan Depdagri. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pembayaran gaji PNS, tunjangan dan honorarium; Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; serta Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan perlengkapan perkantoran lingkup Depdagri.
c. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.521.638.669.000,- termasuk PNBP sebesar Rp.9.091.425.000,-, dan anggaran mengikat sebesar Rp.408.325.041.000,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai, pemeliharaan, langganan daya dan jasa, serta belanja barang rutin lainnya.

9. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 
a. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan kependudukan yang berkelanjutan di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat  pusat maupun daerah. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: Penyempurnaan dan pengembangan berbagai kebijakan bidang kependudukan; serta Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan melalui penyerasian pelaksanaan kebijakan kependudukan. 
c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan melalui pembinaan teknis kebijakan kependudukan; serta penyempurnaan 4 (empat) pedoman dan kebijakan kependudukan.

d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.6.752.400.000,-.

10. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

a. Program ini bertujuan untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya memenuhi hak-hak penduduk dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Sistem Informasi Administrasi; Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; serta Penyempurnaan sistem koneksi (interface) NIK yang terintegrasi antar instansi terkait. 

c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Terselenggaranya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota sebagai upaya mewujudkan database kependudukan nasional yang berbasis  NIK Nasional; serta Penyempurnaan sistem koneksi NIK dengan sistem informasi departemen/ lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis NIK nasional.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.124.133.600.000,-.

11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 

a. Program ini bertujuan untuk menata kebijakan pembentukan daerah otonomi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan pada daerah otonom baru; Evaluasi penataan Daerah Otonom Baru; serta Dukungan pembangunan sarana dan prasarana  pemerintahan di Daerah Otonom Baru. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Terfasilitasinya penegasan batas daerah di 14 Kabupaten/Kota; serta Teridentifikasinya kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru, tingkat kemampuan dan kemandirian Daerah Otonom Baru di 43 Daerah Otonom Baru; serta terevaluasinya kelayakan usulan pembentukan 17 Daerah Otonom Baru.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.11.155.572.000,-.

12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait hubungan  pusat dan daerah. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pembinaan dan pengembangan pengelolaan produk hukum pusat dan daerah; Evaluasi dan pembatalan Peraturan Daerah yang bermasalah; Fasilitasi implementasi peraturan perundang-undangan tentang Provinsi DKI Jakarta, DIY, NAD, Papua dan Papua Barat; Finalisasi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektor dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi; serta Fasilitasi pelaksanaan PP Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Tersusun dan terfasilitasinya  Implementasi Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan daerah khusus dan istimewa bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,  Provinsi DKI Jakarta, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Diterbitkannya undang-undang hasil penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.15.995.196.000,-.

13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Fasilitasi peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka kerja sama pembinaan wilayah; Fasilitasi pemantapan hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah; Fasilitasi pengembangan  kerjasama ekonomi daerah; Revitalisasi kerjasama pembangunan regional; serta Peningkatan kerjasama pembangunan wilayah.
c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: (1) Terfasilitasinya pengembangan dan koordinasi kerjasama ekonomi di 4 kawasan, dan pelaksanaan kerjasama pengembangan sosial ekonomi masyarakat; serta (2)Terfasilitasinya pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan Pra Musrenbang di provinsi, persiapan dan pelaksanaan Musrenbang nasional, serta tindak lanjut pasca Musrenbang pusat dan daerah.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.10.488.755.000,-.

14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 

a. Program ini bertujuan untuk membangun kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang modern dan berorientasi terhadap pelayanan publik, serta penerapan good governance. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pemantapan pelaksanaan Jaringan Komunikasi Pusat Daerah (Jarkompusda); Dekonsentrasi kegiatan peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam koordinasi pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di 33 Provinsi; Tugas Pembantuan kegiatan fasilitasi pembangunan sarpras pemerintahan dalam rangka penanganan pasca bencana di 14 wilayah (provinsi/kabupaten/kota); Fasilitasi pemantapan aparatur pejabat negara dan DPRD; Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPOD; Penataan kelembagaan di Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa; Fasilitasi pengembangan kelembagaan perekonomian daerah; Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009; serta Penguatan Fungsi perencanaan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Terfasilitasinya penataan kelembagaan  di daerah otonomi khusus dan istimewa; serta Terevaluasi dan tersusunnya hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.157.392.216.000,- termasuk PHLN untuk kegiatan SCBD (Sustainable Capacity Building for Decentralization),  ILGR (Initiative Local Government Reform Project), dan LMPDP (Land Management Policy Development Project)  sebesar Rp.88.203.500.000,-.

15. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sumber-sumber penerimaan daerah secara optimal, alokasi belanja, dan profesionalisme pengelolaan, serta menyediakan sistem informasi keuangan daerah. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan Daerah.

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Ditjen BAKD dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di  171 daerah terpilih serta tersusunnya Participative Corporate Plan bagi sejumlah BUMD tertentu;  Tersedianya dukungan fasilitasi (meliputi pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan pedoman) di bidang administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah; serta Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang administrasi anggaran daerah, bidang administrasi pendapatan dan investasi daerah serta bidang pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

d. Alokasi pagu anggaran program ini:  sebesar Rp.54.548.669.000,-   termasuk PHLN untuk Kegiatan LGFGR  (Local Government Finance Governance Reform) sebesar Rp.21.708.000.000,-.

16. Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

a. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat perdesaan dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi lokal. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan; Pembinaan lembaga keuangan perdesaan; Penyelenggaraan diseminasi Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi kawasan perdesaan; Koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal; Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah; serta Fasilitasi Pengembangan Promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: (1) Terfasilitasinya pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah; Tersedianya Pedoman Umum tentang Model Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah; Penyempurnaan dan finalisasi model, sistem, dan modul Peta Potensi Ekonomi Daerah; Finalisasi dan sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Cluster; Finalisasi Pedoman Umum Pengembangan Potensi SDM dalam rangka mendukung Produk Unggulan Daerah (PUD). (2) Terfasilitasinya pengembangan promosi ekonomi daerah; Terselenggaranya Identifikasi dan inventarisasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah; Tersusunnya data pengolahan sarana dan prasarana perekonomian daerah; Tersusunnya kebijakan pengelolaan pasar tradisional kabupaten/kota; Tersusunnya draft pedoman umum sarana dan prasarana perekonomian daerah di wilayah perbatasan. (3) Terfasilitasinya pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan melalui: Terlaksananya kesiapan aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan cadangan pangan.  (4) Terfasilitasinya Lembaga Keuangan Perdesaan melalui: Fasilitasi dan standardisasi kompetensi kerja lembaga keuangan mikro perdesaan;  (5) Terselenggarannya diseminasi Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi kawasan perdesaan melalui: Pelatihan teknologi pedesaan bagi masyarakat dan calon instruktur Latsitarda Nusantara. (6) Terkoordinasinya pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal melalui: bimbingan teknis pengelola pasar desa (4 angkatan); Fasilitasi penguatan pengelolaan usaha ekonomi keluarga. 

d. Alokasi pagu anggaran program ini:  sebesar Rp.13.946.907.000,-.

17. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pembinaan dan pengembangan manajemen aparatur pemda khususnya jabatan negeri dan negara; Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan bahaya kebakaran; Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah; serta Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) dan Pedoman sistem karier, cuti, asuransi, penghargaan, perencanaan aparatur pemda. 

c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Meningkatnya kapasitas 1.380 aparatur pemerintah daerah di 10 provinsi, masing-masing 5 kabupaten/kota dalam penerapan SPM di daerah.
d. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan penanganan bahaya kebakaran di 33 Provinsi, yang dialokasikan pada kegiatan pusat dan kegiatan dekonsentrasi.

e. Alokasi pagu anggaran program ini:  sebesar Rp.55.925.173.000,-, termasuk PNBP sebesar Rp.22.892.924.000,-.

18. Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik 

a. Program ini bertujuan untuk membangun pondasi penguatan peran institusi kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: Penguatan dialog bagi semua komponen masyarakat dalam penyelesaian konflik; Penguatan ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik; serta Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik melalui tersedianya ruang-ruang publik melalui penguatan forum dialog antar komponen masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemulihan di 10 provinsi dan 6 wilayah pasca konflik.

d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.15.578.047.000,-.

19. Program Pemeliharaan Kamtibmas 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam penanganan kamtibmas dan penanggulangan bencana. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Koordinasi nasional Polisi Pamong Praja dalam rangka kesiapsiagaan Pemilu Tahun 2009; Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan sarpras Sat Pol PP dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum di 5 wilayah; Dekonsentrasi kegiatan pembinaan aparat Satuan Pol PP dalam menciptakan ketertiban umum di 2 provinsi; serta Penyusunan pedoman umum penugasan Sat. Linmas dalam membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilu. 

c. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.7.207.146.000,-.

20. Program Pembentukan Hukum 

a. Program ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penyusunan produk hukum, harmonisasi antar peraturan perundangan, serta penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Penataan dan pembentukan hukum melalui Prolegdagri dan Prolegda; serta pelayanan dan bantuan hukum. 

c. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.2.848.888.000,-.

21. Program Penataan Ruang 

a. Program ini bertujuan untuk mendukung penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan pedoman tentang penataan ruang serta sinkronisasi rencana tata ruang antar wilayah; memantapkan sistem kelembagaan penataan ruang di pusat dan daerah yang tanggap terhadap bencana. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan  Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; serta Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. 
c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Tersedianya tenaga yang memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengelola penataan ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta terciptanya  hubungan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses penataan ruang
d. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Tersusunnya NSPM Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dapat diterapkan di daerah; Tersusunnya Indikator Kinerja Penataan ruang yang diterapkan di daerah; Tersedianya pedoman bagi daerah tentang penyelenggaraan penataan ruang  yang berkualitas sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan; serta Tersedianya peraturan pemerintah tentang tata cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
e. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.6.230.000.000,-.

22. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

a. Program ini bertujuan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, serta penegasan wilayah/garis batas antar negara. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Peningkatan intensitas dan pemeliharaan hubungan bilateral terkait dengan perbatasan antar negara; Dekonsentrasi kegiatan pembinaan dan pembakuan nama-nama rupabumi di 8 provinsi; Pertemuan PBB tentang pembakuan nama rupabumi (UNCSGN/UNGEGN); Dekonsentrasi kegiatan peningkatan kegiatan SOSEKBUD dengan negara tetangga di 6 provinsi;  Dekonsentrasi kegiatan fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara; Peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi perbatasan antar negara di 6 provinsi; Tugas Pembantuan kegiatan pengamanan perbatasan antar negara berbasis kesejahteraan masyarakat di 3 provinsi; Tugas Pembantuan Pembangunan fasilitas Pelayanan Umum Pemerintahan di perbatasan antar negara di 4 kabupaten/kota; Tugas Pembantuan kegiatan pengembangan kawasan khusus perbatasan (Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalbar); Tugas Pembantuan kegiatan pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan penanganan pulau-pulau terluar di 13 kabupaten/kota.
c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: Terfasilitasinya pengelolaan perbatasan antar negara, terwujudnya pertemuan Join Border Committee dan kerjasama SOSEKBUD (10 negara tetangga yang terdiri dari 3 negara batas darat pada 4 Provinsi dan 7 negara batas laut pada 6 Provinsi) serta terfasilitasinya penamaan pulau, yang dialokasikan pada kegiatan pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.47.523.207.000,-.

23. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 
a. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan potensial dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan melalui pengembangan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian wilayah. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Fasilitasi penyelenggaraan kawasan dan Otorita; Fasilitasi peningkatan peran daerah dalam pengembangan di kawasan kelautan; Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan kawasan pelabuhan; Fasilitasi penyelesaian peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan Otorita, industri dan perdagangan bebas; serta Bimbingan teknis  penyusunan dokumen perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh.   
c. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.8.110.000.000,-.

24. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 
a. Program ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal dan terisolir. 
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Koordinasi pusat dan daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Simeulue; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Simeulue; IDB Simeulue Reconstruction Project (kegiatan pasca BRR); serta Fasilitasi pengembangan wilayah tertinggal. 

c. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: (1) Terlaksananya pengembangan wilayah tertinggal melalui bantuan manajemen konsultan tingkat nasional, wilayah dan pembangunan perumahan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN). serta (2) Terkoordinasikannya pelaksanaan program IDB-Simeulue Reconstruction Project Loan No. IND-120 di tingkat pusat dan daerah; dan Terfasilitasinya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Simelue pasca-BRR. (3) Terfasilitasinya pengembangan wilayah tertinggal di 9 provinsi.
d. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.269.994.539.000,- termasuk kegiatan pasca BRR total sebesar Rp.263.580.000.000,- termasuk PHLN  sebesar Rp.151.890.000.000,-.

25. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan antar Kota 

a. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang saling terkait dalam upaya mewujudkan sistem perkotaan nasional. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan; Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan; Penataan lingkungan kawasan perkotaan Metropolitan, besar, menengah dan kecil; Pengkajian dan pengembangan sistem informasi pembangunan data base sistem informasi potensi perkotaan; serta Fasilitasi dan koordinasi pengembangan data base potensi perkotaan. 

c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: Terfasilitasinya 11 provinsi dalam pemanfaatan dan penerapan standar pelayanan perkotaan; Meningkatnya kinerja kerjasama kota kembar (sister city); Terfasilitasinya kerjasama pembangunan  perkotaan bertetangga di 3 metropolitan; Evaluasi PSU (Prasarana dan Sarana lingkungan, serta Utilitas umum) bermasalah di 10 provinsi; Rapat koordinasi di 3 wilayah; Evaluasi 10 kawasan kumuh perkotaan di 10 provinsi.
d. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: (1) Terbangunnya infrastruktur database di 20 kawasan perkotaan. (2) Terfasilitasinya penataan lingkungan kawasan perkotaan di kota metropolitan, kota besar, kota kecil, dan kota menengah. (3) Perbaikan pusat-pusat perekonomian kota (termasuk pasar tradisional) di 10 Kota Menengah.

e. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.12.000.000.000,-.

26. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dan desa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan; Pemantapan Kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan; serta Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri Perdesaan). 

c. Sasaran prioritas nasional yang akan dicapai: (1) Terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) melalui kegiatan antara lain: Terlaksananya bantuan manajemen PNPM-MP; Terselenggaranya BLM PNPM-MP melalui tugas pembantuan di 372 kabupaten (4.371 kecamatan); Koordinasi pelaksanaan melalui kegiatan dekonsentrasi di 32 provinsi. (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan melalui kegiatan antara lain: Pengangkatan Sekdes menjadi PNS sebanyak 21.293 orang; Bimbingan teknis permendagri/regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; Pengembangan pilot project PDT di 19 Desa; Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 3 regional. (3) Meningkatnya keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat melalui kegiatan antara lain: Bimbingan teknis dan koordinasi pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat. (4) Meningkatnya kapasitas aparat Pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui kegiatan antara lain: Pelatihan aparatur Pemda untuk pelatih manajemen pemerintahan desa; Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan komunitas kawasan perdesaan; Pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan berbasis masyarakat di 4 lokasi.
d. Sasaran prioritas departemen yang akan dicapai: (1) Terselenggaranya diseminasi informasi bagi masyarakat desa melalui peningkatan ketrampilan masyarakat perdesaan melalui pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna  (TTG) bagi masyarakat; Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat; (2) Meningkatnya kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan melalui: Peningkatan kualitas SDM Masyarakat melalui penyusunan modul dan paket pelatihan metodologi bagi pelatih KPM 1 paket; Rakor dan evaluasi penguatan kelembagaan Posyantekdes. (3) Terfasilitasinya penguatan kelembagaan dan pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat melalui: Rakor penguatan kelembagaan unit pengaduan masyarakat di 33 provinsi.
e. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.7.120.968.230.000,- termasuk PHLN untuk Kegiatan PNPM-MP, Pamsimas (Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), dan RISE (Regional Infrastructure for Social and Economic) sebesar Rp.3.219.953.300.000,-. Dari total alokasi untuk program ini, alokasi pagu untuk PNPM-MP (RM dan PHLN) adalah sebesar Rp.6.992.100.000.000,-.

27. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 

a. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas jaringan informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi; ; Pelaksanaan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi;  Penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik; Peningkatan kerjasama dengan lembaga informasi masyarakat dan media; Peningkatan kualitas pelayanan kehumasan. 
c. Alokasi pagu anggaran program ini  sebesar Rp.18.055.153.000,-.

28. Program Pendidikan Kedinasan 

a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja aparatur dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan kedinasan serta standardisasi pendidikan kedinasan sesuai standardisasi profesi yang berlaku dengan berbagai pengembangannya pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan: Penyusunan dan pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model pembelajaran; Penyelenggaraan pendidikan kedinasan; Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan kelembagaan pendidikan kedinasan; Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi; serta Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan pada lembaga pendidikan kedinasan. 
c. Alokasi pagu anggaran program ini sebesar Rp.31.869.419.000,- termasuk PNBP sebesar Rp.11.688.219.000,-.

B. Program dan Kegiatan Depdagri yang Didaerahkan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
1. Arah Kebijakan Umum
Secara umum kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri diarahkan pada upaya memantapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 

Guna mendukung arah kebijakan dimaksud, program dan kegiatan dekonsentrasi  dan tugas pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri tahun 2009 dilaksanakan dalam rangka:

(1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, terutama dalam hal mengoptimalkan fungsi-fungsi koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri maupun lintas sektor di daerah.
(2) Memperbaiki kualitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi, terutama terkait dengan Penguatan perencanaan pembangunan daerah; Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan data dan Informasi; Pendidikan, pelatihan, dan penelitian; Peningkatan kapasitas untuk penyelenggaraan kebijakan desentralisasi; Pembinaan wilayah melalui harmonisasi  hubungan antar susunan pemerintahan; Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, stuktur kelembagaan dan prosedur pengawasan; serta Profesionalisme aparatur dalam melaksanakan kerjasama daerah.
(3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

(4) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan termasuk pengembangan wilayah perbatasan, kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri melalui dukungan Pemeliharaan kamtibmas; Penguatan kapasitas Satuan Linmas; Usaha mitigasi bencana dan penanganan bahaya kebakaran; serta Penataan administrasi kependudukan.

(6) Meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara optimal di Daerah rawan bencana, kawasan perbatasan, kawasan tertinggal, pulau-pulau terluar, perdesaan, daerah-daerah otonomi baru, pemerintahan kecamatan; serta Fasilitas pemerintahan dalam rangka prakarsa pembaharuan pemerintahan daerah.

Alokasi pagu anggaran Tahun 2009 untuk penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri sebesar Rp.7.076.037.719.000,- yang terdiri atas program/kegiatan dekonsentrasi sebesar Rp.732.149.442.000,- dan program/kegiatan tugas pembantuan sebesar Rp.6.343.888.277.000,-. Program-program untuk penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dikonsolidasikan dari 28 program pembangunan Departemen Dalam Negeri yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) program untuk penyelenggaraan dekonsentrasi dan 7 (tujuh) program untuk penyelenggaraan tugas pembantuan.

2. Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Dalam APBN Depdagri Tahun 2009, penyelenggaraan Dekonsentrasi dialokasikan pada 9 (sembilan) program, yaitu:

a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan: Pembinaan/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah; Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan data dan informasi; PHLN Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Initiative for Local Government Reform-ILGR); PHLN Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project-SCBDP); serta Peningkatan peran Gubernur selaku wakil pemerintah dalam koordinasi pengendalian penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan: Koordinasi pelaksanaan  administrasi kependudukan.

c. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah; serta Pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.

d. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, dengan kegiatan: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; Fasilitasi usaha mitigasi bencana dan penanganan bahaya kebakaran; serta Penguatan kapasitas Satuan Linmas dalam usaha mitigasi bencana alam dan sosial.

e. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan: Pembinaan dan pembakuan nama-nama pulau di Indonesia; Peningkatan kegiatan sosekbud dengan negara tetangga; serta Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi perbatasan antar negara.                         

f. Program Pemeliharaan Kamtibmas, dengan kegiatan: Pembinaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum.

g. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan: Fasilitasi Penguatan Kelembagaan; Pemantapan Unit Pengaduan Masyarakat; serta PNPM Mandiri Perdesaan.
h. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, dengan kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Wilayah Tertinggal; serta Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan.
i. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan kegiatan: Penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan.

3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dalam APBN Depdagri Tahun 2009, penyelenggaraan Tugas Pembantuan dialokasikan pada 7 (tujuh) program, yaitu:

a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan: Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (sumber dana PHLN SCBD-P ADB Loan Nomor 1964-INO); Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (sumber dana PHLN ILGR); Fasilitasi pembangunan sarana prasarana pemerintahan dalam rangka penanganan pasca bencana; serta Sarana dan prasarana Pemerintahan di Daerah Non Pemekaran. 

b. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan: Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di daerah pemekaran.
c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan: Pengamanan perbatasan antar negara berbasis kesejahteraan masyarakat; Pembangunan fasilitas pelayanan umum pemerintahan di perbatasan antar negara; Pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan penanganan pulau-pulau terluar; serta Pengembangan kawasan khusus perbatasan.
d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan: PNPM-Mandiri Perdesaan.
e. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, untuk kegiatan: PHLN Penataan dan Penyempurnaan  Kebijakan  Sistem, Struktur  Kelembagaan, dan Prosedur Pengawasan (STAR-SDP).

f. Program Pemeliharaan Kamtibmas, dengan kegiatan: Pembangunan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan trantibum.
g. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, dengan kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda dan Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Tertinggal; dan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabupaten Simeulue (Simeulue Integrated Area Development Project-SIAD).
C. Alokasi Anggaran Satuan Kerja
Alokasi anggaran Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 sebesar Rp.8.702.202.952.000,- yang terdistribusi pada 28 program pembangunan, akan dilaksanakan oleh 12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Depdagri sebagai Satuan Kerja (Satker), termasuk anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 yang pembinaannya ada pada tingkat komponen. Alokasi anggaran berdasarkan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 oleh masing-masing Satuan Kerja Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Jenderal

Alokasi pagu Sekretariat Jenderal  sebesar Rp.197.009.084.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.117.157.831.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.79.851.253.000,- untuk melaksanakan 9 program, yaitu:

a. Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.258.081.000,-

b. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar Rp.11.941.599.000,-

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.061.637.000,-

d. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.143.670.390.000,-

e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.076.587.000,-

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.10.634.000.000,-

g. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.462.749.000,-

h. Program Pembentukan Hukum. Alokasi pagu sebesar   Rp.2.848.888.000,-

i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Alokasi pagu sebesar Rp.18.055.153.000,-.

2. Inspektorat Jenderal

Alokasi pagu Inspektorat Jenderal sebesar Rp.68.658.600.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.39.276.400.000,- dan PHLN sebesar Rp.29.382.200.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.33.942.000.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.34.716.600.000,- untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.49.823.470.000,-

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.18.835.130.000,-.

3. Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi pagu Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.105.943.900.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.14.797.600.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.91.146.300.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

a. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi. Alokasi pagu sebesar  Rp.30.572.645.000,-

b. Program Perbaikan Proses Politik. Alokasi pagu sebesar  Rp.28.845.501.000,- 

c. Program  Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional. Alokasi pagu sebesar  Rp.11.173.550.000,-

d. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.22.148.944.000,-

e. Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik. Alokasi pagu sebesar Rp.13.203.260.000,-.

4. Ditjen Pemerintahan Umum

Alokasi pagu Ditjen Pemerintahan Umum sebesar Rp.138.714.600.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.17.113.400.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.121.601.200.000- untuk melaksanakan 10 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara sebesar  Rp.1.192.859.000,- 

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.30.250.000.000,-

c. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.100.000.000,-

d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.5.445.143.000,-

e. Program  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.26.181.458.000,- 

f. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.8.750.000.000,-

g. Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.374.787.000,-

h. Program Pemeliharaan Kamtibmas. Alokasi pagu sebesar   Rp.7.207.146.000,- 

i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.46.813.207.000,-

j. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.400.000.000,-.

5. Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi pagu Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.7.363.410.900.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.4.046.627.600.000,- (termasuk RM pendamping sebesar Rp.6.000.000.000,-) dan PHLN sebesar Rp. 3.316.783.300.000,- Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.20.638.000.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.7.342.772.900.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.6.500.000.000,-

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.24.678.000.000,-

c. Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Alokasi pagu sebesar  Rp.9.957.507.000,-

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar Rp.7.096.868.230.000,-

e. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Alokasi pagu sebesar  Rp.225.407.163.000,-.

6. Balai PMD Lampung

Alokasi pagu Balai PMD Lampung sebesar Rp.8.611.600.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.2.161.600.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.6.450.000.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.500.000.000,- 

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.611.600.000,-

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar Rp.2.500.000.000,-.

7. Balai Besar PMD Malang

Alokasi pagu Balai Besar PMD Malang sebesar Rp.8.766.200.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.2.566.210.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.6.199.990.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.000.000.000,-

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi anggaran Rp.3.266.200.000.-

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,-.

8. Balai PMD Yogyakarta

Alokasi pagu Balai PMD Yogyakarta sebesar Rp.13.590.300.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.3.140.300.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.10.450.000.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.000.000.000,-

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi anggaran sebesar Rp.3.590.300.000,-

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.000.000.000,-.

9. Ditjen Otonomi Daerah

Alokasi pagu Ditjen Otonomi Daerah sebesar  Rp.157.497.300.000,-  yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.69.293.800.000,- dan PHLN sebesar Rp.88.203.500.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.18.090.200.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.139.407.100.000,- untuk melaksanakan 6 program, yaitu:

a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  sebesar Rp.27.840.500.000,- 

b. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.000.000.000,- 

c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar Rp.5.000.000.000,-

d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otda. Alokasi pagu sebesar  Rp.10.743.000.000.,- 

e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.250.000.000,- 

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. Alokasi pagu sebesar Rp.108.663.800.000,-.

10. Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Alokasi pagu Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.135.584.800.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.80.524.800.000,- (termasuk RM pendamping sebesar Rp.300.000.000,-) dan PHLN sebesar Rp. 55.060.000.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.23.556.500.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.112.028.300.000,- untuk melaksanakan 13 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.198.460.000,-

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.29.596.813.000,- 

c. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.055.572.000,-

d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otda. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.700.609.000,-

e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.793.612.000,- 

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.11.912.958.000,- 

g. Program Pengembangan Ekonomi Lokal. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.989.400.000,-    

h. Program Penataan Ruang. Alokasi pagu sebesar  Rp.6.230.000.000,- 

i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.710.000.000,- 

j. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Alokasi pagu sebesar  Rp.710.000.000,- 

k. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota. Alokasi pagu sebesar  Rp.12.000.000.000,- 

l. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Alokasi pagu sebesar Rp.14.100.000.000,- 

m. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Alokasi pagu sebesar  Rp.44.587.376.000,-.

11. Ditjen Administrasi Kependudukan

Alokasi pagu Ditjen Administrasi Kependudukan sebesar Rp.168.686.400.000,-  yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.27.600.400.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.141.086.000.000- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.37.800.400.000,- 

b. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan. Alokasi pagu sebesar  Rp.6.752.400.000,- 

c. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Alokasi pagu sebesar  Rp.124.133.600.000,-.

12. Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah

Alokasi pagu Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah sebesar Rp.77.804.300.000,-  yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp.56.096.300.000,- dan PHLN sebesar Rp.21.708.000.000,-. Adapun komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.13.065.100.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.64.739.200.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.067.714.000,- 

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.22.187.917.000,- 

c. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Alokasi pagu sebesar  Rp.54.548.669.000,-.

13. Badan Penelitian dan Pengembangan

Alokasi pagu Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.31.787.800.000,-  yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.13.773.400.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.18.014.400.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar  Rp.12.664.000.000,- 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.475.150.000,- 

c. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.18.648.650.000,-. 

14. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi pagu Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar  Rp.55.920.950.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.19.051.100.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.36.869.850.000-, termasuk PNBP sebesar Rp.9.668.850.000,- untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Alokasi pagu sebesar  Rp.2.754.600.000,- 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.811.900.000,- 

c. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar Rp.22.391.100.000,- 

d. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otda. Alokasi pagu sebesar  Rp.475.000.000,- 

e. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.26.488.350.000,-. 

15. Pusdiklatreg Bandung

Alokasi pagu Pusdiklatreg Bandung sebesar Rp.10.258.867.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.4.129.700.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.6.129.167.000,-, termasuk PNBP sebesar Rp.3.729.167.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.1.000.000.000,- 

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.529.700.000,- 

c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.729.167.000,-. 

16. Pusdiklatreg Bukittinggi

Alokasi pagu Pusdiklatreg Bukittinggi sebesar  Rp.10.970.160.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.3.844.300.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.7.125.860.000,-, termasuk PNBP sebesar Rp.2.675.860.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.3.000.000.000,-.

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.294.300.000,- 

c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.675.860.000,-. 

17. Pusdiklatreg Makassar

Alokasi pagu Pusdiklatreg Makassar sebesar Rp.8.710.259.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.3.754.900.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.4.955.359.000,-, termasuk PNBP sebesar Rp.2.505.359.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar  Rp.1.000.000.000,- .

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.4.204.900.000,- 

c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.3.505.359.000,-. 

18. Pusdiklatreg Yogyakarta

Alokasi pagu Pusdiklatreg Yogyakarta sebesar  Rp.14.886.188.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.7.122.500.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.7.763.688.000,-, termasuk PNBP sebesar Rp.4.313.688.000,- untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Alokasi pagu sebesar Rp.1.000.000.000,-.

b. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.7.572.500.000,-.
c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda. Alokasi pagu sebesar  Rp.6.313.688.000,-. 

19. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Alokasi pagu IPDN sebesar Rp.125.390.744.000,- yang seluruhnya terdiri atas Rupiah Murni dengan komposisi Pagu Mengikat sebesar Rp.81.819.900.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.43.570.844.000,-, termasuk PNBP sebesar Rp.20.779.644.000,- untuk melaksanakan 2 Program yaitu:

a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Alokasi pagu sebesar  Rp.93.521.325.000,-

b. Program Pendidikan Kedinasan. Alokasi pagu sebesar  Rp.31.869.419.000,-.

Secara ringkas APBN Depdagri tahun 2009 berdasarkan Satuan Kerja, program dan alokasi anggaran disajikan pada matriks berikut ini:

MATRIKS APBN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2009

BERDASARKAN SATUAN KERJA, PROGRAM DAN ALOKASI ANGGARAN






Dalam ribuan rupiah
	No
	SATUAN KERJA / PROGRAM
	RUPIAH MURNI (RM)
	PHLN
	PNBP
	JUMLAH

	
	
	MENGIKAT
	TDK MENGIKAT
	
	
	

	1
	SEKRETARIAT JENDERAL
	 117.157.831 
	    79.851.253 
	                      - 
	                  - 
	  197.009.084 

	 
	1.1
	Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat
	 
	             1.258.081 
	 
	 
	             1.258.081 

	 
	1.2
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	 
	           11.941.599 
	 
	 
	           11.941.599 

	 
	1.3
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             4.061.637 
	 
	 
	             4.061.637 

	 
	1.4
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	      117.157.831 
	           26.512.559 
	 
	 
	        143.670.390 

	 
	1.5
	Penataan Peraturan Per-UU-an mengenai Desentralisasi dan Otda
	 
	             2.076.587 
	 
	 
	             2.076.587 

	 
	1.6
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	 
	           10.634.000 
	 
	 
	           10.634.000 

	 
	1.7
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	 
	             2.462.749 
	 
	 
	             2.462.749 

	 
	1.8
	Pembentukan Hukum 
	 
	             2.848.888 
	 
	 
	             2.848.888 

	 
	1.9
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	 
	           18.055.153 
	 
	 
	           18.055.153 

	2
	INSPEKTORAT JENDERAL
	   33.942.000 
	      5.334.400 
	    29.382.200 
	                  - 
	    68.658.600 

	 
	2.1
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
	        18.999.900 
	             1.441.370 
	           29.382.200 
	 
	           49.823.470 

	 
	2.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        14.942.100 
	             3.893.030 
	 
	 
	           18.835.130 

	3
	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
	  14.797.600 
	    91.146.300 
	                      - 
	                  - 
	  105.943.900 

	 
	3.1
	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	 
	           30.572.645 
	 
	 
	           30.572.645 

	 
	3.2
	Perbaikan Proses Politik
	 
	           28.845.501 
	 
	 
	           28.845.501 

	 
	3.3
	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
	 
	           11.173.550 
	 
	 
	           11.173.550 

	 
	3.4
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        14.797.600 
	             7.351.344 
	 
	 
	           22.148.944 

	 
	3.5
	Pemulihan Wilayah Pasca Konflik
	 
	  13.203.260 
	 
	 
	           13.203.260 

	4
	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM
	 17.113.400 
	  121.601.200 
	                      - 
	                   - 
	  138.714.600 

	 
	4.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             1.192.859 
	 
	 
	             1.192.859 

	 
	4.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        17.113.400 
	           13.136.600 
	 
	 
	           30.250.000 

	 
	4.3
	Penataan Daerah Otonomi Baru
	 
	             3.100.000 
	 
	 
	             3.100.000 

	 
	4.4
	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	 
	             5.445.143 
	 
	 
	             5.445.143 

	 
	4.5
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	 
	           26.181.458 
	 
	 
	           26.181.458 

	 
	4.6
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	 
	             8.750.000 
	 
	 
	             8.750.000 

	 
	4.7
	Pemulihan Wilayah Pasca Konflik
	 
	             2.374.787 
	 
	 
	             2.374.787 

	 
	4.8
	Pemeliharaan Kamtibmas
	 
	             7.207.146 
	 
	 
	             7.207.146 

	 
	4.9
	Pengembangan Wilayah Perbatasan
	 
	           46.813.207 
	 
	 
	           46.813.207 

	 
	4.10
	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	 
	             7.400.000 
	 
	 
	             7.400.000 

	5
	DITJEN PMD
	   20.638.000 
	4.025.989.600 
	3.316.783.300 
	                   - 
	7.363.410.900 

	 
	5.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             6.500.000 
	 
	 
	             6.500.000 

	 
	5.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        20.638.000 
	             4.040.000 
	 
	 
	           24.678.000 

	 
	5.3
	Pengembangan Ekonomi Lokal
	 
	             9.957.507 
	 
	 
	             9.957.507 

	 
	5.4
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	 
	     3.889.714.930 
	     3.207.153.300 
	 
	     7.096.868.230 

	 
	5.5
	Pengembangan Wilayah Tertinggal
	 
	        115.777.163 
	        109.630.000 
	 
	        225.407.163 

	6
	BALAI PMD LAMPUNG
	    2.161.600 
	      6.450.000 
	                      - 
	                   - 
	      8.611.600 

	 
	6.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             3.500.000 
	 
	 
	             3.500.000 

	 
	6.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           2.161.600 
	                 450.000 
	 
	 
	             2.611.600 

	 
	6.3
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	 
	             2.500.000 
	 
	 
	             2.500.000 

	7
	BALAI BESAR PMD MALANG
	    2.566.210 
	      6.199.990 
	                      - 
	                   - 
	       8.766.200 

	 
	7.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             1.000.000 
	 
	 
	             1.000.000 

	 
	7.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           2.566.210 
	                 699.990 
	 
	 
	             3.266.200 

	 
	7.3
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	 
	             4.500.000 
	 
	 
	             4.500.000 

	8
	BALAI PMD YOGYAKARTA 
	    3.140.300 
	    10.450.000 
	                      - 
	                  - 
	     13.590.300 

	 
	8.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	             7.000.000 
	 
	 
	             7.000.000 

	 
	8.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           3.140.300 
	                 450.000 
	 
	 
	             3.590.300 

	 
	8.3
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	                            - 
	             3.000.000 
	 
	 
	             3.000.000 

	9
	DITJEN OTDA
	  18.090.200 
	    51.203.600 
	    88.203.500 
	                  - 
	 157.497.300 

	 
	9.1
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        18.090.200 
	             9.750.300 
	 
	 
	           27.840.500 

	 
	9.2
	Penataan Daerah Otonomi Baru
	 
	             4.000.000 
	 
	 
	             4.000.000 

	 
	9.3
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	 
	             5.000.000 
	 
	 
	             5.000.000 

	 
	9.4
	Penataan Peraturan Per-UU-an mengenai Desentralisasi dan Otda
	 
	           10.743.000 
	 
	 
	           10.743.000 

	 
	9.5
	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	 
	             1.250.000 
	 
	 
	             1.250.000 

	 
	9.6
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	 
	           20.460.300 
	           88.203.500 
	 
	        108.663.800 

	10
	DITJEN BINA BANGDA
	   23.556.500 
	    56.968.300 
	    55.060.000 
	                  - 
	  135.584.800 

	 
	10.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	             1.198.460 
	                              - 
	                           - 
	             1.198.460 

	 
	10.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        23.556.500 
	             6.040.313 
	                              - 
	                           - 
	           29.596.813 

	 
	10.3
	Penataan Daerah Otonomi Baru
	                            - 
	             4.055.572 
	                              - 
	                           - 
	             4.055.572 

	 
	10.4
	Penataan Peraturan Per-UU-an mengenai Desentralisasi dan Otda
	                            - 
	             2.700.609 
	                              - 
	                           - 
	             2.700.609 

	 
	10.5
	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	                            - 
	             3.793.612 
	                              - 
	                           - 
	             3.793.612 

	 
	10.6
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	                            - 
	           11.912.958 
	                              - 
	                           - 
	           11.912.958 

	 
	10.7
	Pengembangan Ekonomi Lokal
	                            - 
	             3.989.400 
	                              - 
	                           - 
	             3.989.400 

	 
	10.8
	Penataan Ruang 
	                            - 
	             6.230.000 
	                              - 
	                           - 
	             6.230.000 

	 
	10.9
	Pengembangan Wilayah Perbatasan
	                            - 
	                 710.000 
	                              - 
	                           - 
	                 710.000 

	 
	10.10
	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	                            - 
	                 710.000 
	                              - 
	                           - 
	                 710.000 

	 
	10.11
	Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota
	                            - 
	           12.000.000 
	                              - 
	                           - 
	           12.000.000 

	 
	10.12
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	                            - 
	             1.300.000 
	           12.800.000 
	                           - 
	           14.100.000 

	 
	10.13
	Pengembangan Wilayah Tertinggal
	                            - 
	             2.327.376 
	           42.260.000 
	 
	           44.587.376 

	11
	DITJEN ADMINDUK
	 27.600.400 
	  141.086.000 
	                      - 
	                  - 
	  168.686.400 

	 
	11.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	                              - 
	                              - 
	                           - 
	                              - 

	 
	11.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        27.600.400 
	           10.200.000 
	 
	 
	           37.800.400 

	 
	11.3
	Keserasian Kebijakan Kependudukan
	 
	             6.752.400 
	 
	 
	             6.752.400 

	 
	11.4
	Penataan Administrasi kependudukan 
	 
	        124.133.600 
	 
	 
	        124.133.600 

	12
	DITJEN BAKD
	 13.065.100 
	    43.031.200 
	    21.708.000 
	                   - 
	    77.804.300 

	 
	9.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             1.067.714 
	 
	 
	             1.067.714 

	 
	9.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        13.065.100 
	             9.122.817 
	 
	 
	           22.187.917 

	 
	9.3
	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
	 
	           32.840.669 
	           21.708.000 
	 
	           54.548.669 

	13
	BADAN LITBANG
	  13.773.400 
	    18.014.400 
	                      - 
	                  - 
	    31.787.800 

	 
	12.1
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	                            - 
	           12.664.000 
	                              - 
	 
	           12.664.000 

	 
	12.2
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	                 475.150 
	                              - 
	 
	                 475.150 

	 
	12.3
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        13.773.400 
	             4.875.250 
	                              - 
	 
	           18.648.650 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	BADAN DIKLAT
	  19.051.100 
	    27.201.000 
	                     - 
	    9.668.850 
	    55.920.950 

	 
	14.1
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	 
	             2.754.600 
	 
	 
	             2.754.600 

	 
	14.2
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	 
	             3.811.900 
	 
	 
	             3.811.900 

	 
	14.3
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        19.051.100 
	             3.340.000 
	 
	 
	           22.391.100 

	 
	14.4
	Penataan Peraturan Per-UU-an mengenai Desentralisasi dan Otda
	 
	                 475.000 
	 
	 
	                 475.000 

	 
	14.5
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	 
	           16.819.500 
	 
	          9.668.850 
	           26.488.350 

	15
	PUSDIKLATREG BANDUNG
	    4.129.700 
	      2.400.000 
	                     - 
	    3.729.167 
	    10.258.867 

	 
	15.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	             1.000.000 
	 
	 
	             1.000.000 

	 
	15.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           4.129.700 
	                 400.000 
	 
	 
	             4.529.700 

	 
	15.3
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	                            - 
	             1.000.000 
	 
	          3.729.167 
	             4.729.167 

	16
	PUSDIKLATREG BUKITTINGGI
	    3.844.300 
	      4.450.000 
	                     - 
	    2.675.860 
	    10.970.160 

	 
	16.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	             3.000.000 
	 
	 
	             3.000.000 

	 
	16.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           3.844.300 
	                 450.000 
	 
	 
	             4.294.300 

	 
	16.3
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	                            - 
	             1.000.000 
	 
	          2.675.860 
	             3.675.860 

	17
	PUSDIKLATREG MAKASSAR
	    3.754.900 
	      2.450.000 
	                     - 
	    2.505.359 
	      8.710.259 

	 
	17.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	             1.000.000 
	 
	 
	             1.000.000 

	 
	17.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           3.754.900 
	                 450.000 
	 
	 
	             4.204.900 

	 
	17.3
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	                            - 
	             1.000.000 
	 
	          2.505.359 
	             3.505.359 

	18
	PUSDIKLATREG YOGYAKARTA
	    7.122.500 
	      3.450.000 
	                              - 
	    4.313.688 
	    14.886.188 

	 
	18.1
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	                            - 
	             1.000.000 
	 
	 
	             1.000.000 

	 
	18.2
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	           7.122.500 
	                 450.000 
	 
	 
	             7.572.500 

	 
	18.3
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	                            - 
	             2.000.000 
	 
	          4.313.688 
	             6.313.688 

	19
	I P D N
	  81.819.900 
	    22.791.200 
	                              - 
	  20.779.644 
	  125.390.744 

	 
	19.1
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	        81.819.900 
	             2.610.000 
	                              - 
	          9.091.425 
	           93.521.325 

	 
	19.2
	Pendidikan Kedinasan
	                            - 
	           20.181.200 
	                              - 
	       11.688.219 
	           31.869.419 

	J U M L A H
	 427.324.941 
	4.720.068.443 
	3.511.137.000 
	  43.672.568 
	8.702.202.952 


IV. PENUTUP
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 merupakan agenda tahunan Departemen Dalam Negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2009 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan Rencana Strategis (Renstra) Departemen Dalam Negeri Tahun 2005-2009, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009.  Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2009 oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO
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